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WAL寒KOTA SIBOLGA

PROV重NSI SUMATERA UTARA

PBRATURAN WAL重KOTA SIBOしGA

NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

PBRUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA S工BOLGA

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 343 Peraturan Menteri

Dalam Nege正Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ta屯Cara

Perencanaan, Pengendalian din　Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pemba皿gun劃Jangka Menengah Daerah,

se正a Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Pa可ang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Keヰa Pemehntah Dacrah, y紬g

menyebu庇an Perubahan Rencana Ke轟a Perangkat Dae重ah

dan Re巾a Per狐gkat Daerah dapat dilakukan apabila

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun

be重jalan menu可ukkan adanya ke止daksesuaian dengan

perkembangan kcada弧, melipu吐perkembangan yang心dak

sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan

kerangka pendanaan , prioritas dan sas紅an pembangunan,

renc狐a program dan kegiatan p五〇五tas daerah serb

keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun

anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun

be宣jalan;

b. bahwa Rencana Ke寄a peme正ntah Dae丁ah Tahun 2022 yang

merupakan salah satu dokumen perencanaan yang

ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 47

Tahun 2022　tentang Rencana Ke重ja Pemchntah Daerah
･ Kota Sibolga Tahun　2022　y紬g dalam pelaks狐a餌

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

terdapat beberapa kegiatan yang pehu disesuaikan balk

jumlah言enis dan pe正nciannya, sehin綬a perlu dilakukan

pembahan;

c. bahⅥ｢a berdasark紬pe血mbangan sebagaim弧a dimaksud

pada huⅢf a dan humf b, perlu menetapkan Peraturan

Wali Kota tentang PeⅢbahan Rencana Ke重ja Pemehntah

Daerah Ko亡a Sibolga Tahun 2022;

Meng]ngaf...



1. Undang-Und紬g Nomor　8　D轟･ Tahun 1956　tentang

pembentukan Daerah Otonom Ko自-Kota Besar dalam

Lingkungan Dae丁ah円opinsi Sumatera U血a匝mbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956　Nomor　59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1092);

2. Undang-Und紬g Nomor　28　Tahun　1999　tentang

Penyelen覧araan Neg狐a yang Bcrsih dan Bebas Dad

Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik

暮ndonesia Tahun 1999　Nomor 75, T狐bahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 385 1);

3. Undang-Und劃g Nomor 17 Tahun 2003 tenta皿g Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Ta皿bahan Lembaran Nega｢a Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Unda皿g Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104･ Tambah紬

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pemb餌gunan Jangka P紬jang Nasional　2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahanしembaran Negara Republik量ndonesia Nomor

4700);

6, Undang-Und紬g Nomor　12　Tahun　2011　tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik　工ndonesia Tahun　2011 Nomor　82,

Tambahan Lemb紺an Negam Republik事ndonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah bebe｢apa kali terakhir

deng狐Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Pembahan Kedua Atas Und紬g-Undang Nomor 12 Tahun

2011　tentang Pembentukan Pera亡uran Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 143);

7. Undang-Und紬g Nomo｢　23　Tahun　2014　tentang

Pemehntahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik重ndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa k血i terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun　2020　tentang Cipta Kelja (l�ﾖ&�&��

Negara Republik Indonesia Tahun　2020　Nomor　292,

Tambahan Lembaran N�v�&��&W�V&ﾆ夢�匁F�W6���踐ﾖ� 

6573);

8.　Peratu｢an Pemehntah Nomor　71 Tahun　2010　tent紬g

Standar Akuntansi Pemerintahan (Ifmbaran Negara

Repub重ik暮ndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 165);

9. P�&�gW&�&停籵



9. Pcratur孤　Pemehntah Nomor 12　Tahun　2019　tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun　2019　Nomor　42, Tambahan Lembaran

Negara Rcpublik Indonesia 6322) ;

10. Pera亡uran Hesiden Nomor 18 Tahun 2020 tentmg Rencana

Pembangunan J狐gka Menengah Nasional Tahun 2020-

2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 10);

11. Peraturan Mente止Dalam Negeh Nomor 80 Tahun 2015

tentang pembentukan　打oduk Hukum Daerah (Beh亡a

Negara Republik　量ndonesia Tahun　2015　Nomor　2036)

sebagai皿ana telah diubah dengan Peraturan Menteh

Dalam Negeh Nomor 120 T覆Iun 2018 tent狐g Perubahan

Atas Peraturan Mente正　Dalam Nege正Nomor 80　Tahun

201 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Beri亡a

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Mente轟Dalam Nege正Nomor 86 Tahun 2017

tent狐g Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerahタse巾a TaぬCara Pcmbahan Rencana

Pembangunan Jangka P紬]j狐g Daerah,　Renc弧a

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Ke宣ja Peme正n亡ah Daerah (Be正ta Negara Republik暮ndonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Mente轟Dal狐Negeh Nomor 70 Tahun 2019

tent狐g sistem　量nfomasi Pe皿e正ntahan Daerah (Behta

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 14);

14. Peraturan Mente轟D血am Negeh No皿or 90 Tahun 2019

tentang Klasi鯖kasi,　Kode鯖kasi din　Nomenklatur

Perencana弧Pembanguna皿dan Keuangan Daerah (Behta

Negara Republik事ndonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;

15. Peraturan Menteh D瓢am Nege轟Nomor 40 Tahun 2020

tentang pedom紬Penyusunan Rencana Ke章ja Peme止ntah

Daerah Tahun　2021 (Behta Negara Republik　工ndonesia

Tahun 2020 Nomo｢ 590);

16. Peraturan Menteh Dalam Nege正Nomor 77 Tahun 2020

tentang pedoman Te血is Pengelolam Keuangan Daerah

(Be正ta Negara Republik Indonesia Tahun　2020　Nomor

1781);
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17. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kota Sibolga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota

Sibolga Tahun 2010 Nomor 10);

18. Peratur狐　Daerah Kota Sibolga Nomor　2　Tahun　2018

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sibolga

(I,embaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2018 Nomor 20);

19. Peraturan Daerah Kota Sibolga No皿or　3　Tahun　2021

tentang Rencana Pemb肌即n紬Jangka Menengah Daerah

Kota Sibolga Tahun 2021-2026 (I,embaran Daerah Kota

Sibolga Tahun 2021 Nomor 40);

20. Peratur狐Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2021

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun

2021 Nomor 47);

MEMUTus肌N :

Menetapk甜‥ PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA

KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA S量BOしGA TAHUN 2022･

BAB工

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota sibolga･

2. Peme正ntah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Sibolga yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom･

3. Wali Kota adalah Wa脆Kota Sibolga.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

5. Rencana Keヰa Pemban糾na皿　Daerah y劃g sela車utnya

disingkat RKPD ad血ah dokumen perencanaan pembangunan

Kota Sibolga untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA

adalah dokumen y孤g memuat ke咄akan bidang pendapatan,

belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk

pe五〇de I (satu) tahun･

7. Prioritas dan Plafon Amggaran Sementara yang selanjutnya

disingkat PPAS ad血ah pr〇割a皿p五〇五tas d劃patokan batas

maksimal an幾aran yang dibe正kan kepada Perangkat Daerah

untuk setiap program sebagai acuan dalam pen)Tusunan

rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

8.Rencaれα ‥.



8. Rencana Ke宣ja yang selanjutnya disebut Renja adalah

dokumen rencana yang memuat progran dan kegiatan yang

diper重ukan untuk mencapai sasara皿pembangunan･

9. Organisasi Perangkat Daerah yang sela可u血ya disebu亡OPD

adalah perangkat daerah di轟ngkungan Peme正ntah Kota

Sib01答a.

BAB賞1

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD terhitung mulai tanggal 1 Juli dan sampai

denga皿tanggal 3 1 Desember 2022･

(2) Pembah劃　RKPD sebagaim紬a dimaksud pada ayat (1)

merupak紬l弧dasan penyusunan Pembahan KUA dan

PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2022･

(3) Pembahan RKPD sebagaim紬a dimaksud pada ayat (1)

mengura毘an pembahan program dan kegiatan yang aka皿

dilaksanakan pada Tahun 2022.

Pas血3

(1) Perubahan RKPD mempakan acu紬dan pedoman bagi OPD

dalam menyusun Pembahan Re垂a Perangkat Daerah Tahun

2022.

(2) Perubah紬　RKPD sebagaimana di皿aksud pada ayat (1)

memuat kerangka ekonomi dae｢ah, p五〇五tas-p五〇正也s

pembangunan daerah, rencana ke重ja temkur dan rencana

pend狐aannya.

(3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam止mpiran Peraturan Wali Kota ini yang

merupakan bagian ya皿g寄dak terpisahkan dad Peraturan

Wali Kota ini.
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1,1 ｣a岨｢ Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomo｢ 25　丁ahun　2004

ten章ang sistem Pe｢encanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang

Nomo｢ 23丁ahun 2014 tentang Peme白ntahan Dae｢ah, bahwa setiap dae｢ah

be｢kewa｣lban menyusun pe｢en∞naan pembangunan dae｢ah･ Saiah satu

dokumen pe｢encanaan pembangunan dae｢ah adalah Rencana Ke両

Peme｢intahan Dae略h (RKPD), yang me｢upakan dokumen pe｢en輪naan

pemerintah untuk periode satu tahun dan me田pakan penjabaran dari

Ren飴na Pembanguna∩ Jangka Menengah Dae｢ah (RPJMD)〃　Sesuai

Pe｢atu｢an Mente｢i Dalam Nege｢I Nomo｢ 86丁ahun 2017 te両ang丁ata

Ca｢a Pe｢en∞naan, Pengendalian Dan巨va看uasi Pembangunan Dae｢ah,丁ata

Ca｢a　巨vaiuasi Ran腿ngan Pe｢atu｢an Dae｢ah　丁enta=g Rencana

Pembangunan ｣angka Pan｣ang Dae｢ah Dan Ren∽na Pemba=gunan ｣angka

Menengah Dae｢ah, Se巾a丁ata Ca｢a Pe｢ubahan Ren鎗na Pembangunan

｣angka Panjang Dae｢ah, Ren∞na Pembangunan ｣angka Menengah

Dae｢ah, Dan Ren鎗na Ke巾a Peme而tah Dae｢ah, Pasai 12 (3) RKPD

sebagaimana dimaksud dalam Pasai 11 ayat (2) hu｢uf c me｢upakan

penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi

Dae｢ah, p｢io｢itas pembangunan Dae｢ah, se直a ｢encana ke岬dan pendanaan

untuk ｣angka waktu 1 (satu) 1ahun yang disusun dengan be｢pedoman pada

RKP dan program strategls nasional yang ditetapkan oleh Pemerlntah Pusat

dan Pe｢atu｢an Mente｢i Daiam Nege｢i Nomo｢ 17　丁ahun　2020　tentang

Pedoman Penyusunan Ren∞na Ke噂Peme｢活tah Dae｢ah丁ahun 2022●

Pada dasamya konslstensi perencanaan akan dapat te田s dtwuiudkan

setelah keseiu｢uhan alu｢ pe｢en∞naan dapat disink｢onkan dengan baik■

Namun, Pandemi Covid-19 menyebabkan disrupsl pada kehidupan manusia,

yang menyebabkan te｢henlinya sebagほn besa｢ aktivitas ekonom~ di selu｢uh

wiiayah dan be｢akibat te両dinya ｢eses上. Dampak yang di｢asakan ｣uga cukup

besa｢ dengan　書e｢putusnya mata ｢antai pasokan ba｢ang dan iasa,

te｢ganggunya mob皿as masya｢akat言e｢hentinya kegiatan ekonoml khusunya

sekto｢ indust｢i dan pa｢iwisata yang be巾ampak pada meningkatnya angka

penganggu｢an dan kem~sk~nan se巾a pada akhi｢nya menimbuikan kont｢aksi

pada pe巾umbuhan ekonomi.丁e岬dinya Pandemi Covid-19 ini teiah

mempenga｢uhi peiaksanaan APBD dan be｢dasa爪an Pe｢atu｢an Mente｢i

Dalam Nege｢l Nomo｢ 20丁ahun 2020丁entang Pe｢cepatan Penanganan



BA珊

P田町U冒UP

Pe｢ubahan Ren∞na Ke直Peme｢intah Dae帽h (RKPD) Kota Sibolga丁ahun

2022 me｢upakan dokumen pe｢en∞naan untuk pe｢iode 1 (satu) tahun angga｢an

2022 yang t~dak hanya memuat program dan keg~atan-kegiatan dalam ke｢angka

investasi peme｢intah dan peiayanan publik~ tetapi甲ga mem∪at Ran∞ngan

Ke｢angka巨konomi Dae｢ah dan Kebijakan Keuangan Dae｢ah, P｢io｢itas dan

Sasa｢an Pembangunan Dae｢ah, se鴫Ren∞na Program dan Keg融an P｢io｢itas

Dae｢ah be｢dasa｢kan hasil evaluasi RKPD tah… 2022 semester I, sehingga

banyak te桓di pe…ndaan pelaksanaa= kegiatan yang selanjutnya dipe｢lukan

pe=yesuaian te｢hadap pe｢kembangan keadaan yang meliputi pe=yesuaian asumsi

kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, penggunaan sisa lebih

pe｢hitungan angga｢an (SiしPA) tahun angga｢an sebeium∩ya yang ha｢us digunakan

untuk tahun berjalan dan penyesuaian indikator kinerja kegiatan.

Pe｢ubahan RKPD tahun 2020 memuat penyesualan-penyesuaian te｢sebut

sebagai upaya un{uk men｣amin kons~stensl anta｢a dokumen RPJMD dan RKPD

dengan dokumen PPAS se軸gga pelaksanaan p｢og｢am-program pembangunan

dapat be画an sesuai ｢en∞na･


